
 

PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL

NOMOR 10  TAHUN  2013

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

Menimbang

Mengingat

:

:

a.

b.

c.

1.

2.

bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 186  ayat (4) Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
sebagaimana  telah  diubah  beberapa  kali  terakhir  dengan 
Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2008  tentang  Perubahan 
Kedua  atas  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang 
Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 
bersama  Bupati  Kendal  telah  menyempurnakan  Rancangan 
Peraturan  Daerah  tentang  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja 
Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2013 sesuai dengan Keputusan 
Gubernur  Jawa  Tengah  Nomor  :  910/372/2013  tanggal  24 
Desember  2013 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 
Kabupaten  Kendal  tentang  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja 
Daerah  Kabupaten  Kendal  Tahun  Anggaran  2014 dan 
Rancangan  Peraturan  Bupati  Kendal  tentang  Penjabaran 
Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  Kabupaten  Kendal 
Tahun Anggaran 2014;
bahwa  penyempurnaan sebagaimana  dimaksud  pada  huruf  a, 
dilakukan agar Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 tidak bertentangan 
dengan  kepentingan  umum  dan  peraturan  perundang  – 
undangan yang lebih tinggi ;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah 
tentang  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  Tahun 
Anggaran 2014;

Pasal  18  ayat  (6)  Undang-undang  Dasar  Negara  Republik 
Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang  Pembentukan 
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Daerah-daerah  Kabupaten  dalam  Lingkungan  Propinsi  Jawa 
Tengah  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang–Undang 
Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat  II 
Batang  dengan  mengubah  Undang–Undang  Nomor  13  Tahun 
1950  tentang  Pembentukan  Daerah-daerah  Kabupaten  dalam 
Lingkungan Propinsi  Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 2757);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 
Negara  yang  Bersih  dan  Bebas  dari  Korupsi,  Kolusi,  dan 
Nepotisme  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1999 
Nomor  75,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia 
Nomor 3851);
Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2003  tentang  Keuangan 
Negara  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2003 
Nomor  47,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia 
Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2004 
Nomor  5,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia 
Nomor 4355);
Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2004  tentang  Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia  Tahun 2004 Nomor 66,  Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2004  tentang  Sistem 
Perencanaan  Pembangunan  Nasional  (Lembaran  Negara 
Republik  Indonesia  Tahun  2004  Nomor  104,  Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2004 
Nomor  125,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia 
Nomor 4437)  sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2008  tentang 
Perubahan Kedua atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang  Pemerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844);
Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004  tentang  Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat  dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan  Retribusi  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130,Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5049);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang  Pembentukan 
Peraturan  Perundang-Undangan  (Lembaran  Negara  Republik 
Indonesia  Tahun 2011 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234);
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan 
Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 
15  dari  Hal  Pembentukan  Daerah  Kabupaten  di  Jawa 
Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan 
Kotamadya   Daerah   Tingkat   II   Semarang   (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25,Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4079) ;
Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  2004  tentang 
Kedudukan  Protokoler  dan  Keuangan  Pimpinan  dan  Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat  Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara 
Republik  Indonesia  Nomor  4416)  sebagaimana  telah  diubah 
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 
Tahun  2007  tentang  Perubahan  Ketiga  atas  Peraturan 
Pemerintah  Nomor  24  Tahun  2004  tentang  Kedudukan 
Protokoler  dan  Keuangan  Pimpinan  dan  Anggota  Dewan 
Perwakilan Rayat Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 47,  Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor   4712)  ;
Peraturan  Pemerintah  Nomor  23  Tahun  2005  tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 49,  Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4503);
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman 
Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2005 
Nomor  136,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia 
Nomor 4574);
Peraturan  Pemerintah  Nomor  55  Tahun  2005  tentang  Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor  137,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia 
Nomor 4575);
Peraturan  Pemerintah  Nomor  56  Tahun  2005  tentang  Sistem 
Informasi  Keuangan  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4576);
Peraturan  Pemerintah  Nomor  58  Tahun  2005  tentang 
Pengelolaan  Keuangan  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4578);
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Penyusunan  dan  Penetapan  Standar  Pelayanan  Minimal 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan  dan  Pengawasan  Penyelenggaraan  Pemerintahan 
Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2005 
Nomor  165,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia 
Nomor 4593) ;
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan  dan  Kinerja  Instansi  Pemerintah  (Lembaran  Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;
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24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia  Tahun 2007 Nomor 82,  Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4741) ;
Peraturan  Pemerintah   Nomor  61  Tahun  2010  tentang 
Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  2008  tentang 
Keterbukaan  Informasi  Publik  (Lembaran  Negara  Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 99 );
Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, 
Pengundangan  dan  Penyebarluasan  Peraturan  Perundang-
undangan;
Peraturan  Pemerintah  Nomor  2  Tahun  2012  tentang  Hibah 
Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  5, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  sebagaimana  telah 
diubah beberapa kali  terakhir  dengan Peraturan Dalam Negeri 
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang 
Pemberian  Hibah  dan  Bantuan  Sosial  Yang  Bersumber  Dari 
Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  sebagaimana  telah 
diubah dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan 
Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang 
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2014;
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Kendal  Nomor  11  Tahun  2007 
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten 
Kendal   (Lembaran  Daerah  Kabupaten  Kendal  Tahun  2007 
Nomor 11 Seri E No. 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Kendal  Nomor 9)  sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah  Kabupaten  Kendal  Nomor  3  Tahun  2008  tentang 
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 
Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 
2007  Nomor  3  Seri  E  No.  2,  Tambahan  Lembaran  Daerah 
Kabupaten Kendal Nomor 31) ;
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Kendal  Nomor  14  Tahun  2007 
tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan 
Pilihan  yang  menjadi  Kewenangan  Pemerintah  Daerah 
Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 
2007  Nomor  14  Seri  E  No.  8,  Tambahan  Lembaran  Daerah 
Kabupaten Kendal Nomor 12);
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Kendal  Nomor  4  Tahun  2010 
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35.

tentang Penyertaan Modal  Pemerintah Kabupaten Kendal  Pada 
Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2010 
Nomor 4 Seri E No.3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Kendal Nomor 55);
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Kendal  Nomor  5 Tahun  2012 
tentang  Penyusunan  Daerah  (Lembaran  Daerah Kabupaten 
Kendal Tahun 2012 Nomor 5 Seri E No.4, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Kendal Nomor 97).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KENDAL

dan

BUPATI  KENDAL

MEMUTUSKAN  :

Menetapkan  : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah   Rp.1.456.424.602.734,00
2. Belanja Daerah   Rp.  1.526.552.941.802  ,00  (-)

Defisit  (Rp.     70.128.339.068,00)
3. Pembiayaan Daerah :

a.  Penerimaan Pembiayaan      Rp. 84.347.552.365,00
b.  Pengeluaran Pembiayaan     Rp.   14.219.213.297  ,00  (-)

Pembiayaan Neto   Rp.       70.128.339.068  ,00  
         Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan   Rp.                           0,00 

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1  terdiri 
dari :
a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp.155.567.387.891,00
b. Dana Perimbangan sejumlah Rp.977.008.486.043,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sejumlah Rp. 323.848.728.800,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri 
dari jenis pendapatan :
a. Hasil Pajak Daerah sejumlah Rp.47.832.000.000,00
b. Hasil Retribusi Daerah sejumlah Rp.45.256.379.929,00
c. Hasil  pengelolaan  kekayaan  daerah  yang  dipisahkan  sejumlah 

Rp.6.583.866.413,00
d. Lain-lain  pendapatan  asli  daerah  yang  sah  sejumlah 

Rp.55.895.141.549,00
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(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari 
jenis pendapatan:
a. Dana  bagi  hasil  pajak/Bagi  hasil  bukan  pajak  sejumlah 

Rp.60.988.817.043,00
b. Dana Alokasi Umum  sejumlah Rp.852.170.849.000,00
c. Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp.63.848.820.000,00

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf c terdiri dari jenis pendapatan:
a. Hibah sejumlah Rp.1.139.370.000,00
b. Dana Darurat  sejumlah Rp. 0,00 
c. Dana  Bagi  Hasil  Pajak  dari  Provinsi  dan  Pemerintah  Daerah  Lainnya 

sejumlah Rp.50.178.009.000,00
d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah Rp.182.412.290.800,00 
e. Bantuan  Keuangan  dari  Provinsi  atau  dari  Pemerintah  Daerah  lainnya 

sejumlah Rp.90.119.059.000,00.

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2  terdiri dari :
a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp.878.500.178.400,00
b. Belanja Langsung  sejumlah Rp.648.052.763.402,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri 
dari jenis belanja :
a. Belanja Pegawai sejumlah Rp.807.833.903.400,00
b. Belanja Bunga sejumlah Rp.175.000.000,00
c. Belanja Hibah sejumlah Rp.8.200.897.000,00
d. Belanja Bantuan Sosial sejumlah  Rp.4.048.700.000,00
e. Belanja  Bantuan  Keuangan  kepada  Provinsi/Kabupaten/Kota  dan 

Pemerintah Desa sejumlah Rp.54.741.678.000,00
f. Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp.3.500.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf  b terdiri dari 
jenis belanja :
a. Belanja Pegawai sejumlah Rp.39.987.654.420,00
b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp.374.235.986.787,00
c. Belanja modal sejumlah Rp.233.829.122.195,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka  3  terdiri 
dari :
a. Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp.84.347.552.365,00
b. Pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp.14.219.213.297,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis 
pembiayaan :
a. Sisa  lebih  perhitungan  Anggaran  Tahun  Anggaran  sebelumnya  (SILPA) 

sejumlah Rp.84.199.519.365,00
b. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah Rp.0,00
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c. Penerimaan  Kembali  Pinjaman  Daerah  (SKPD)  sejumlah 
Rp.0,00 

d. Penerimaan piutang daerah sejumlah Rp.148.033.000,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis 
pembiayaan :
a. Dana Cadangan Daerah sejumlah Rp.7.000.000.000,00
b. Penyertaan  modal  (investasi)  pemerintah  daerah  sejumlah 

Rp.6.944.213.297,00
c. Pembayaran pokok utang sejumlah Rp.275.000.000,00
d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah Rp.0,00
e. Pengembalian kembali pinjaman daerah sejumlah Rp.0,00

Pasal 5

(1) Dalam  keadaan  darurat  dan/atau  mendesak,  Pemerintah  Daerah  dapat 
melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya 
diusulkan dalam rancangan Perubahan APBD, dan/atau disampaikan dalam 
laporan realisasi anggaran.

(2) Keadaan  darurat  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  harus  memenuhi 
kriteria sebagai berikut :
a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan 

tidak dapat diprediksi sebelumnya;
b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah; dan
d. memiliki  dampak  yang  signifikan  terhadap  anggaran  dalam  rangka 

pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
(3) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) mencakup :
a. program  dan  kegiatan  pelayanan  dasar  masyarakat  yang  anggarannya 

belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
b. keperluan  mendesak  lainnya  yang  apabila  ditunda  akan  menimbulkan 

kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

Pasal 6

Uraian  lebih  lanjut  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang 
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1.  Lampiran I Ringkasan APBD ;
2.  Lampiran II Ringkasan  APBD  menurut  Urusan  Pemerintahan  Daerah  dan 

Organisasi SKPD;
3.  Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi 

SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4.  Lampiran IV Rekapitulasi  Belanja  menurut  Urusan  Pemerintahan  Daerah, 

Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5.  Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan 

Urusan  Pemerintahan  Daerah  dan  Fungsi  dalam  Kerangka 
Pengelolaan Keuangan Negara :

6.  Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7.   Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
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8.   Lampiran VIII Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
9.   Lampiran IX Daftar  perkiraan  Penambahan  dan  Pengurangan  Aset  Tetap 

Daerah;
10. Lampiran X Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lainnya;
11. Lampiran XI Daftar  kegiatan-kegiatan  tahun  anggaran  sebelumnya  yang 

belum  diselesaikan  dan  dianggarkan  kembali  dalam  tahun 
anggaran ini;

12. Lampiran XII Daftar dana cadangan daerah; dan
13. Lampiran XIII Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Pasal 7

Bupati  Kendal  menetapkan  Peraturan  Bupati  tentang  Penjabaran  Anggaran 
Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  Tahun  Anggaran  2014 sebagai  landasan 
operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2014.

Agar  setiap  orang  mengetahuinya,  memerintahkan  pengundangan  Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di  Kendal
pada tanggal  30 Desember 2013

BUPATI KENDAL,

WIDYA  KANDI  SUSANTI
Diundangkan di  Kendal          
pada tanggal  30 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KENDAL,

BAMBANG  DWIYONO
                   

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2013
NOMOR 10 Seri A NO. 3
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PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL

NOMOR 10 TAHUN 2013

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2014

I. UMUM

Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara  dan  Undang–undang  Nomor  1  Tahun  2004  tentang  Perbendaharaan 

Negara, diamanatkan bahwa kekuasaan pengelolaan keuangan negara / daerah 

adalah sebagai bagian kekuasaan pemerintahan. Berkaitan dengan hal ini,  di 

dalam  Pasal  181  ayat  (1)  Undang–undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang 

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Undang–undang  Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang– 

undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, ditegaskan bahwa 

Bupati mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah disertai penjelasan dan dokumen – dokumen pendukungnya 

kepada  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  untuk  memperoleh  persetujuan 

bersama. 

Sementara  itu,  menurut  Peraturan  Pemerintah  Nomor  58  Tahun  2005 

tentang  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  dan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri 

Nomor  13  Tahun  2006  tentang  Pedoman  Pengelolaan  Keuangan  Daerah 

sebagaimana  telah  diubah  beberapa  kali  terakhir  dengan  Peraturan  Menteri 

Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah disusun berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon 

Anggaran  Sementara  (KUA dan PPAS)  yang  telah  ditetapkan bersama antara 

Bupati  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah.  Oleh  karena  itu,  Anggaran 

Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  Kabupaten  Kendal  Tahun  Anggaran  2014 

disusun  berdasarkan  KUA  dan  PPAS  yang  telah  ditetapkan  bersama  yang 

dituangkan  dalam Nota  Kesepakatan  Bersama  antara  Bupati  Kendal  dengan 

DPRD Kabupaten Kendal Nomor 910/180/VII/2013 dan Nomor 910/0494/2013 

tanggal 8 Juli 2013 tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah  Tahun  Anggaran  2014 serta  Nomor  910/179/VII/2013 dan  Nomor 
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910/0495/2013 tanggal  8  Juli  2013 tentang  Prioritas  dan  Plafon  Anggaran 

Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014.

Setelah Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2014 dibahas dan disetujui 

bersama Dewan Perwakilan Rakyat  Daerah pada  tanggal  30 Desember  2013, 

maka  sesuai  dengan  amanat  Pasal  186  ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  32 

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa 

kali  terakhir  dengan Undang–undang  Nomor  12  Tahun  2008,  Bupati  Kendal 

telah mengirimkan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tersebut kepada 

Gubernur Jawa Tengah untuk mendapatkan evaluasi.

Bahwa  berdasarkan  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri  Nomor  22 Tahun 

2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun  2014 diamanatkan  untuk  memperhatikan  permasalahan  pokok  yang 

akan dihadapi pada tahun 2014 yakni upaya lanjut penanggulangan kemiskinan 

akibat masih rendahnya kapasitas produksi dan akses terhadap sumber daya 

produktif  bagi  masyarakat,  peningkatan  akses  dan  kualitas  pendidikan. 

Kemudian secara nasional masalah yang dihadapi adalah peningkatan kualitas 

kesehatan,  peningkatan  kualitas  pelayanan  publik,  peningkatan  kinerja  dan 

kesejahteraan PNS, penataan aspek kelembagaan, ketatalaksanaan, serta sistem 

pengawasan dan akuntabilitas,  menguatkan kapasitas  pemerintah,  mencegah 

korupsi  dan  meningkatkan  kualitas  penanganan  korupsi.  Oleh  sebab  itu 

perencanaan dan penganggaran antara pemerintah dan pemerintah daerah agar 

diwujudkan  melalui  integrasi  program  dan  kegiatan  pembangunan  dalam 

menghadapi  permasalahan  dan  tantangan  global  serta  disesuaikan  dengan 

dinamika  kebutuhan  dan  karakteristik  di  daerah,  sehingga  implementasi 

pembangunan nasional dan daerah dapat berjalan secara optimal, terpadu dan 

berkesinambungan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, setelah Rancangan Peraturan 

Daerah  tentang  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  Tahun  Anggaran 

2013  dievaluasi  oleh  Gubernur  Jawa  Tengah,  maka  Rancangan  Peraturan 

Daerah tersebut perlu ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Kendal.

II. PASAL  DEMI  PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.
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Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 119


